
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan 

organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai suatu 

pertanggungjawaban baik itu kepada atasan di pemerintahan dan kepada 

masyarakat luas sebagai pertanggungjawaban moril. Akuntabilitas publik yang 

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Elwood terdiri atas beberapa 

dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, 

akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Begitupun dengan Pemerintah 

daerah dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan analisis peneliti dengan Akuntabilita Pemerintah Daerah Dalam 

Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) 

Kota Padang Panjang dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah daerah cukup 

akuntabel tetapi  masih terdapat banyak masalah dan kendala yang harus segera 

dibenahi.  

 Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD , dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat mengatur bahwa 

mekanisme penyampaian LKPJ. Disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD 



 

dalam rapat paripurna. Selain itu dalam proses pengawasan dari pihak 

DPRDharus sesuai dengan peraturan pemerintahan dan hukum undang-undang 

yang berlaku. 

6.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut : 

1) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus menyusun rencana dan 

program kerja yang lebih efektif supaya bisa dimengerti dan dijankan oleh 

seluruh instansi pemerintahan lainnya. 

2) Harus adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dan berkelanjutan antar 

pemerintah daerah dan instansi terkait, agar ketika memberi laporan 

pemerintahan tidak begitu banyak terdapat kesalahan. 

3) Iinformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih terbuka lagi 

terhadap masyarakat. 

4) Sumber daya yang memadai harus di tingkatkan agar tercapainya kinerja 

instansi pemerintahan yang lebih baik lagi. 

5) Pentingnya koordinasi dan sinergi anara Pemerintah Kota Padang Panjang 

dengan berbagai unsur di wilayah Kota Padang Panjang, agar tercapainya 

kinerja yang lebih evisien lagi. 

 

 

 


